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Abstract  

Millennials have different characteristics from other generations. This generation interacts earlier with devices 

and information & communication technology at a very young age. On the other hand, the millennial generation 

is also known as a generation that tends to be more pragmatic in life. The current millennial generation, especially 

those in high school is the generation that will be the next leaders in the next 20 years. The development of 

technology that is very dynamic and fast at this time really changes many things, including employment 

opportunities for the younger generation. The seminar entitled “accounting and taxation for the millennial 

generation in facing Era 5.0” aims to provide knowledge and awareness about the importance of accounting and 

taxation in the future. This seminar was carried out with two approaches: face-to-face, and also relay through the 

youtube channel. The seminar participants consisted of teachers and students of SMK accounting programs in 

Tangerang City. There were 60 participants who attended directly, while around 100 participants who followed 

through the YouTube channel. The seminar activity is divided into three lecture sessions, and a question and 

answer session. 
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Abstrak  

Generasi milenial memiliki karakteristik yang berbeda dengan generasi lainnya. Generasi ini lebih cepat berinteraksi 

dengan gawai dan teknologi informasi & komunikasi di usia yang sangat muda. Di sisi lain, generasi milenial juga 

dikenal sebagai generasi yang cenderung lebih pragmatis dalam menjalani kehidupan. Generasi milenial saat ini 

khususnya yang duduk di bangku SLTA (sekolah lanjutan tingkat atas) merupakan generasi yang akan memimpin 

Indonesia dalam waktu 20 tahun mendatang.  Perkembangan teknologi yang sangat dinamis dan cepat saat ini 

sungguh mengubah banyak hal, termasuk lapangan pekerjaan bagi generasi muda. Seminar dengan tema akuntansi 

dan perpajakan untuk generasi milenial dalam menghadapi Era 5.0 bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan 

kesadaran mengenai pentingnya akuntansi dan perpajakan di masa depan. Seminar ini dilaksanakan dengan dua 

pendekatan yaitu secara tatap muka langsung, dan juga relay melalui kanal youtube. Peserta seminar terdiri dari 

guru pendamping dan siswa/siswi SMK program akuntansi di Kota Tangerang. Peserta yang hadir secara langsung 

sebanyak 60 orang, sedangkan peserta yang mengikuti melalui kanal youtube sekira 100 orang. Kegiatan seminar 

dibagi menjadi tiga sesi materi dan satu sesi tanya jawab.  

Kata Kunci : milenial, society 5.0, akuntansi, perpajakan 

  

 

PENDAHULUAN  

Era revolusi industri pertama dimulai pada Tahun 1780 dengan penemuan mesin-mesin 

berbahan bakar  minyak, uap dan air. Selanjutnya, pada tahun 1870, penemuan energi listrik 

menandai dimulainya era industri kedua. Hal ini diindikasikan dengan teknologi yang 

digunakan untuk produksi masal. Era industri ketiga yang merupakan kehadiran otomasi dalam 

proses produksi lahir di era Tahun 1970-an (Nahavandi, 2019).  

Era Industri 4.0 yang saat ini tengah dihadapi oleh masyarakat dunia ternyata belum 

mencapai tingkat tertinggi. Di berbagai literatur banyak disebutkan adanya era society 5.0. Era 

masyarakat society 5.0 memiliki konsep adanya harmonisasi antara perkembangan teknologi 

informasi, internet of things (IoT) dan robot kolaboratif dengan aspek-aspek kehidupan yang 

mempertimbangkan sisi humanis (Al Faruqi, 2019; Aslam et al., 2020; Demir et al., 2019; 

Prassida & Asfari, 2022). Manusia dan teknologi saling terkait dalam hubungan yang saling 

mendukung (Longo et al., 2020). Istilah Society 5.0 secara formal dibentuk oleh European 

Commission pada tahun 2021 (Adel, 2022). Society 5.0 memberikan peluang baru pada satu 

sisi namun juga menghilangkan kesempatan di sisi lain. Ada kekhawatiran bahwa kemajuan 
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teknologi dapat membuat fungsi-fungsi rutin yang biasa dilakukan oleh para profesional dapat 

tergantikan, sehingga berpotensi menciptakan atau menambah pengangguran (Iscan, 2021). 

Oleh karena itu, individu dan bisnis dituntut untuk dapat menyesuaikan dengan kondisi tersebut 

(Paschek et al., 2019).  

Perubahan dari era industri 4.0 menuju 5.0 membawa perubahan peran akuntan. Fungsi 

dasar akuntansi berupa penyiapan informasi lambat laun tergantikan oleh teknologi (Ghofirin 

& Primasari, 2021). Selanjutnya, Society 5.0 menjadi tantangan bagi dunia pendidikan termasuk 

pendidikan vokasi (Anwar, 2021). Pendidikan vokasi akuntansi, misalnya, memfokuskan pada 

penyiapan keterampilan teknis berupa penyiapan laporan keuangan sesuai siklus akuntansi. Di 

sisi lain proses, proses mencatat transaksi (jurnal), memindahkan catatan ke buku besar 

(posting), membuat jurnal penutup (closing entries) dan jurnal balik (reversing entries) saat ini 

dapat dilakukan dengan sangat baik oleh aplikasi komputer. Peserta didik diharapkan mampu 

mengkolaborasikan antara softskill dan hardskill serta memanfaatkan teknologi dengan baik 

sehingga lulusan pendidikan vokasi tetap mampu bersaing dalam pasar tenaga kerja baik di 

lingkup nasional maupun internasional (Nugroho, 2022). 

 Keterampilan dalam bidang perpajakan juga menjadi salah satu capaian pembelajaran 

dari peserta didik pendidikan vokasi (Rusli & Nainggolan, 2021). Siswa diharapkan dapat 

mengklasifikasikan transaksi-transaksi yang merupakan Objek PPh, Objek PPN dan Objek 

Pajak Daerah serta lainnya. Selanjutnya, menyusun dan melaporkan SPT Masa dan SPT 

Tahunan bagi orang pribadi maupun badan atau perusahaan. Saat ini cukup banyak berkembang 

aplikasi-aplikasi yang memudahkan untuk penyiapan informasi pelaporan pajak. Untuk 

menghindari disrupsi yang dapat mengurangi kesempatan kerja para lulusan sekolah vokasi 

maka perlu disiapkan suatu kemampuan yang lebih baik di tingkat analitik sehingga peran 

sumber daya manusia tetap dibutuhkan dalam pelaporan pajak (Ilmianah, 2019).  

Untuk memberikan pemahaman kepada seluruh siswa SMK terkait dengan 

implementasi akuntansi dan perpajakan untuk menghadapi era society 5.0 diperlukan suatu 

upaya literasi. Kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di sekolah mungkin 

belum dapat menjangkau perkembangan terkini (Sudarsana, 2016). Oleh karena itu, diperlukan 

upaya bersama untuk menyebarkan pengetahuan dimaksud. Tujuan pengabdian kepada 

masyarakat ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada seluruh siswa SMK bidang 

akuntansi. Selain itu, program pengabdian masyarakat ini diharapkan menjadi sarana untuk 

memperkuat konsepsi para siswa SMK terhadap pentingnya akuntansi dan pajak sehingga 

mereka memiliki kesiapan di masa yang akan datang. selanjutnya, penulis mengelaborasi 

metode pelaksanaan, hasil dan pembahasan, serta simpulan. 

 

METODE PELAKSANAAN 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dalam bentuk seminar dan di-

relay melalui kanal youtube dan aplikasi zoom (Irawan, 2021). Di masa pandemi kegiatan tatap 

muka secara langsung dibatas untuk mencegah penyebaran Covid-19. Secara teknis, 

pelaksanaan ini dikategorikan dalam tiga tahap. Pertama tahap persiapan. Selanjutnya adalah 

tahap pelaksanaan Tahap terakhir adalah evaluasi. Hal-hal yang dilakukan pada tahap persiapan 

antara lain adalah mengidentifikasi kebutuhan seminar oleh pengabdi dan penyelenggara, 

termasuk juga pembahasan mengenai calon peserta, pendekatan dan teknis seminar, serta 

capaian yang diharapkan atas kegiatan seminar.  
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Gambar 1. Pembukaan Seminar  

Tahap Selanjutnya kedua yaitu pelaksanaan seminar. Seminar diselenggarakan pada 

hari sabtu tanggal 26 Februari 2022 mulai pukul 09.00 sampai dengan pukul 12.00 WIB. Jumlah 

peserta yang hadir langsung sebanyak 60 orang terdiri dari kepala sekolah, guru, dan siswa 

SMK di lingkungan Kota Tangerang. Sedangkan, 100 orang mengikuti seminar secara daring. 

Seminar dibuka oleh seorang master of ceremony (MC). Selanjutnya, diadakan dengan do’a 

bersama agar kegiatan seminar berjalan dengan lancar. Selanjutnya, pemberian kata sambutan 

dari Kepala Sekolah SMK Nusantara 1 (Gambar 1). Berikutnya, diteruskan dengan 

penyampaian materi oleh tiga orang narasumber, yaitu Dr. Agus Sunarya, Ak. Andri Marfiana, 

MBA, dan Ferry Irawan, MPP. Agus Sunarya Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum 

Politeknik Keuangan Negara STAN. Andri Marfiana dan Ferry Irawan merupakan dosen 

pengampu mata kuliah perpajakan Politeknik Keuangan Negara STAN. Penyampaian materi 

oleh narasumber pertama dengan topik mengenal akuntansi pemerintahan. Penyampaian oleh 

narasumber kedua terkait pengantar dan konsep perpajakan. Selanjutnya, materi mengenai 

pembayaran dan pelaporan pajak disampaikan oleh narasumber ketiga. Waktu yang dialokasi 

untuk ketiga pemateri adalah 120 menit (Gambar 2). 

 
Gambar 2. Penyampaian materi oleh tiga narasumber 

Tahap berikutnya adalah evaluasi, yaitu meminta feedback dari para peserta melalui sesi 

tanya tanya yang dipandu oleh Moderator. Moderator memberikan kesempatan kepada seluruh 

peserta untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Penyampaian pertanyaan dapat 

dilakukan secara langsung (open mic) maupun melalui chat box. Moderator mengalokasikan 
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waktu sekitar 45 menit. Pertanyaan yang diajukan perbedaan akuntansi pemerintah pusat dan 

daerah, peluang karir di perpajakan dan masalah terkait keuangan lainnya sesuai dengan materi 

yang disampaikan oleh para narasumber. Akan tetapi, moderator mempersilakan jika para 

peserta bertanya di luar materi dengan syarat masih berhubungan dengan tema seminar 

(Gambar 3). 

 

 

Gambar 3. Sesi Pertanyaan 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Narasumber pertama menyampaikan hal-hal antara lain: dasar hukum dan pola 

pengelolaan keuangan pemerintah, asumsi dasar dan karakteristik kualitatif laporan keuangan, 

dan jenis-jenis (unsur) laporan keuangan pemerintah pusaat berbasis akrual (Gambar 2). 

Narasumber menjelaskan bahwa dasar hukum pelaksanaan keuangan negara terdiri dari UU 

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara. Selanjutnya, narasumber menjelaskan secara rinci 

mengenai siklus pengelolaan keuangan (Gambar 4). 

 
Gambar 4. Siklus Pengelolaan Keuangan 

Narasumber menjelaskan bahwa Presiden selaku kepala pemerintahan memegang 

kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Selanjutnya, Presiden menguasakan kepada Menteri 

Keuangan selaku pengelola fiskal, dan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga untuk mengelola 

keuangan negara. Di sisi lain, Presiden menyerahkan kekuasaan pengelolaan keuangan negara 

di tingkat daerah kepada Gubernur, Bupati/Walikota selaku kepala pemerintahan daerah. Secata 
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teknis pengelolaan keuangan di daerah dilaksanakan oleh kepala satker pengeloaan keuangan 

daerah dan kepala satker perangkat daerah. Tugas Menteri Keuangan antara lain melakukan 

perjanjian internasional di bidang keuangan, melaksanakan pemungutan pendapatan negara 

yang telah ditetapkan dengan undang-undang, melaksanakan fungsi bendahara umum negara 

(BUN), dan menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBN. Berikutnya, Narasumber juga menguraikan perbedaan antara entitas pelaporan dan 

entitas akuntansi. Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau 

lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib 

menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Sedangkan, entitas 

akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya 

wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada 

entitas pelaporan. Dengan demikian, setiap satuan kerja yang mendapatkan dokumen 

pelaksanaan anggaran adalah entitas akuntansi dan oleh karena itu, wajib menyusun laporan 

keuangan (Farid & Y. Anni Aryani, 2016). 

Narasumber kedua menyampaikan beberapa hal terkait konsep dasar pajak dan apa saja 

yang harus dipersiapkan oleh para lulusan SMK di masa depan (Gambar 5) 

 

 
Gambar 5. Narasumber kedua 

Narasumber menyampaikan beberapa materi antara lain, apa yang dimaksud dengan 

pajak, transaksi-transaksi apa saja yang dikenakan pajak, dan siapa saja yang harus membayar 

pajak. Terdapat empat jenis pungutan yang keberadaan diatur dengan undang-undang, dan tidak 

ada larangan, yaitu: pajak, sumbangan, retribusi dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). 

Pajak, retribusi dan PNBP diatur berdasarkan undang-undang. Sedangkan sumbangan 
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merupakan pungutan sukarela yang digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang bukan 

merupakan kewenangan pemerintah. 

Selanjutnya, dijelaskan pula pembagian pajak berdasarkan institusi pemungutnya, yaitu 

pajak pusat dan pajak daerah (Suryanto et al., 2019). Pajak pusat meliputi PPh, PPN, PPnBM, 

PBB P-3 dan Bea Materai. Sedangkan pajak daerah terbagi menjadi dua, yaitu pemungutannya 

oleh provinsi, dan kabupaten/kota. Pajak yang dipungut oleh provinsi antara lain: pajak 

kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak 

rokok. Pajak yang dipungut oleh kabupaten/kota antara lain: pajak hotel, pajak restoran, pajak 

hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang 

burung walet, PBB P-2 dan BPHTB (bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan). 

Berikutnya, narasumber menjelaskan fungsi pajak yaitu fungsi anggaran dan fungsi 

mengatur (Anggraeni, 2016). Fungsi anggaran memiliki makna bahwa pajak yang dipungut 

berfungsi sebagai sumber penerimaan APBN/APBD. Sedangkan, fungsi mengatur memiliki 

makna bahwa pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur atau untuk mencapai tujuan 

tertentu di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Terdapat 

beberapa alasan yang menyebabkan mengapa ada keengganan untuk membayar pajak antara 

lain: tidak ingin berbagi, tidak ada imbalan langsung, dan belum menganggap bahwa pajak 

adalah salah satu bentuk gotong royong. 

Narasumber ketiga menyampaikan beberapa hal terkait dengan prosedur formal dalam 

administrasi pajak (Gambar 6). Dijelaskan bahwa untuk membayar pajak, setelah memenuhi 

persyaratan subjektif dan objektif, membutuhkan adanya nomor pokok wajib pajak (NPWP). 

NPWP dapat diperoleh secara online dengan mengunjungi situs www.pajak.go.id. Apabila 

dalam menjalankan kewajiban perpajakan memenuhi kendala, wajib pajak dapat menghubungi 

petugas pajak, baik account representative (AR) maupun call center pajak. Saat ini untuk 

membayar pajak, wajib pajak dapat menggunakan e-billing (semacam virtual account). Kode 

e-billing ini memastikan bahwa jenis pajak, besarnya pajak, masa pajak/tahun pajak yang 

dibayarkan telah sesuai (Putri, 2019). 

Berikutnya, narasumber menjelaskan persiapan yang harus dihadapi generasi milenial 

di masa depan terkait pajak. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi yang cepat, serta proses bisnis yang sangat dinamis menjadi tantangan tersendiri. 

Generasi milenial saat ini merupakan calon wajib pajak potensial di masa depan. Oleh karena 

itu, kesadaran akan pajak dan ketentuan pajak tentu menjadi sebuah prasyarat bagi 

keberlangsungan penerimaan negara di masa depan. Generasi saat ini mungkin akan menjadi 

pengusaha, petugas pajak ataupun konsultan pajak. Dengan memiliki pemahaman yang baik 

tentu seluruh komponen tersebut akan dapat bersinergi dan berkolaborasi menuju kemandirian 

bangsa melalui penerimaan pajak yang optimal (Waluyo, 2009). 

Pada sesi tanya jawab dan komentar. Para peserta khususnya para siswa mengajukan 

beberapa pertanyaan. Pertama terkait dengan prospek pekerjaan di masa depan, kiat dan tips 

untuk dapat menjadi ASN di lingkungan Kementerian Keuangan. Selain itu,  ditanyakan pula 

bagaimana untuk menimbulkan kesadaran pajak bagi generasi muda. Seluruh pertanyaan dan 

komentar direspon dengan baik oleh seluruh narasumber. 
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Gambar 6. Narasumber ketiga  

 

PENUTUP 

Simpulan 

Berdasarkan pertanyaan dan komentar yang disampaikan oleh para peserta, dapat 

diperoleh sebuah informasi bahwa kegiatan seminar ini memberikan manfaat dan daya guna 

yang baik. Siswa SMK khususnya dengan bidang kekhususan akuntansi mengetahui apa saja 

tantangan yang mereka hadapi di masa depan. Selain itu, harapan untuk menimbulkan 

kesadaran akan pajak bagi generasi muda merupakan salah satu investasi yang harus terus 

ditingkatkan. 

Saran 

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan kegiatan seminar. Antusias peserta sangat besar, 

namun karena kapasitas ruangan yang kurang memadai sehingga jumlah peserta seminar yang 

hadir secara langsung dibatasi. Untuk itu, kegiatan seminar berikutnya dapat dilaksanakan 

dengan ruangan yang kapasitasnya lebih besar dengan tetap menjalankan protokol kesehatan 

yang diatur oleh pemerintah. Selain itu, terdapat permintaan dari beberapa sekolah untuk dapat 

didampingi pada saat penyusunan modul atau buku ajar akuntansi dan perpajakan bagi siswa 

SMK. Oleh karena itu, dibutuhkan kegiatan pengabdian masyarakat yang lebih bersifat 

berkelanjutan dan dinamis di masa depan. 
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